
MENGGAGAS METODOLOGI
HUKUM ISLAM MASA DEPAN

(Kajian Tentang Rekonstruksi
UsuL Al-fiqh)

lsnatin Ulfah'

Abstrak : Tulisan lendnk membeikan pesan bafuoa fqh,
baik sebagai kumpulnn materi lrukum lslam atnupun
xbagni ilmu (usul al-fiqh), merupaknn produk pemikiran
yang menyejaruh dan karenanya qahil li al-taghy{r.
Dinamika dnn tantangnn zafian yafig bersifnt
complicated menuntut atlnnya rumusan rekonstruktif
terludap metode penemuan lukum Islam. Usul al-fqh
klasik dinilai lebihbanyak mtnjnga status quo tradisi teks
dan masa lalu dan karennnya kurang responsif terlndnp
problem kemanusiaan kontemporer. Berdasar hal
tervbut, tulisan ini menampilkan ykilas teoi double
movement-/rya Fazlur Rnhman dan teoi hudud-nya
Shalrrur. Tidak tercernbut dari akar trndisi dnn
kexjarahnn fqh, tulisan ini diaunli dengan sketsa xjaralt
pergulatan pemikiran dan dinlektikn nalar-oahyu dalanr
konteks hukum lslnm yang sekaligus menunjttkkan bahtoa
rekontruksi metoilis penemuan hukum Islam bukan-lah
lul yang "berbau" btd'ah.

Kata Kunci: Figft, Usul al-Fiqh, Rnsionalisme, Tradisio-
nalisme, Maqasid, Double Movement, Hudud.

PENDAHULUAN
Di kalangan sebagian besar umat Islam ada anggapan

bahwa hukum Islam (fiqh) merupakan aturan-aturan suci

' Penulis adalah dosen STAIN Ponorogo, DPK di IAIRM Ngabar Ponorogo
fakultas Syari'ah.
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yang tidak boleh diperdebatkan (undebatnble), kebenarannya
mutlak dan tidak boleh dipersoalkan (unqestionable) lagi.
Mereka memandang fiqh sebagai aturan Tuhan. Dengan cara
pandang seperti itu, maka kitab- kitab fiqh dipandang sebagai
kumpulan hukum Tuhan yang pating benar dan tidak bisa
diubah. Sampai di sini, kebenaran kitab-kitab fiqh tersebut
seakan-akan sama mutlaknya dengan kebenaran al-Qur'an.

I'adahal apa yang dinamakan fiqih adalah hasil pemiki-
ran para mujtahid terdahulu seperti al-Shafi'i, Hanbali, Maliki,
Hanaf .i, Ja'fari, a1-Nawawi dan sebagainya yang dituangkan
dalam ribuan kitab fiqh. Jadi, fiqh yang tertuang dalam ribuan
kitab itu sebenarnya produk muitahid, bukan Tuhan. Oleh
karena itu, mempelajari fiqh sebenarnya mempelaiari
pemik.iran manusia. Dengan kata lain fiqh adalah pemikiran
agama (islantologi), bukan agama itu sendiri. Karena fiqh
adalah produk manusia, maka ia relatif, tidak absolut, dan
dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang
mempengaruhinya.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, kehadiran fiqh
tidak begitu saja, tidak taken for granted, tidak a historis, ta pi
ia hadir dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan
yuridir; dalam masyarakat sesuai zamannya. Ia akan terus
berubah sesuai dengan perubahan persoalan yang dihadapai
manus:ia. Demikian juga dengan kehadiran metodologi hukum
Islam klasik (usul fiqh).1 Ia iuga merupakan pemikiran

1 Karena fiqh timbul dari hasil iitihad, maka diperlukan perangkat tertentu
yang mengatur pencapaian produk-produk fiqh yang dikenal dengan usul
fiqh/ Iegol theory. Usil fiqh dapat dipahami sebagai bangunan-bangunan
prinsip clan metodologi investigatif yang dengannya aturan-aturan hukum
praktis memperoleh sumber-sumber partikularnya. Ahmad Baso,
"Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqih Nu, dalam
Jamal D. Rahman, Wacana Baru Fiqih Sosial:70 Tahun Prof. KH.Ah fafe
(Bandung:Mizao 1997),132. Sedangkan menurut Muiammad Abu Zahrah,
uqul fiqhL adalah itmu tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran
tentang metode-metode yang mengistinbathkan hukum-hukm yang 'amali
dari dalil-dalilnya yar].g takili. Muhammad Abu Zafuah, l-Isul al-Fi4li (ttp:
DAr albrkt al- Ataby,lt),7.
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keagamaan, sehingga haruslah dipahami sebagai hasil pergu-
mulan sejarah yang bisa terus berubah sesuai tuntutan zaman.

Terus berkembangnya persoalan kontemporer di
berbagai belahan dunia telah memunculkan keraguan
terhadap kemampuan usul al-fiqh sebagai metodologi hukum
dalam mengantisipasi persoalan-persoalan baru. Persoalan
sosial, budaya, politik, ekonomi, hak asasi manusia, gender,
dan hubungan antar bangsa yang dihadapi negara-negara di
dunia sekarang jauh lebih rumit dan komplek ketimbang
model-model pemecahan yang ditawarkan usril al-fiqh. Ketika
fiqh dan usul al-fiqh masih berkutat dengan isu-isu sederhana,
persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia kini telah
melewati batas-batas geografis dan teritorial negara-negara
di dunia. Oleh karena itu dapat dimengerti jika dikatakan
bahwa kemunduran yang dialami oleh fiqh dewasa ini diduga
kuat disebabkan oleh kurang relevannya perangkat teoritik
ilmu usul al-fiqh untuk memecahkan problem kontemporer.

Keraguan terhadap kemampuan usul al-fiqh itu
terutama karena menempatkan usril al-fiqh sebagai sesuatu
yang baku, bukan sebagai metodologi yang relatif berubah.
Di samping itu, kaedah-kaedah baku usul al-fiqh itu sendiri
terkadang malahan mempersempit ruang geraknya. Dan yang
menonjol dalam Usul al-fiqh biasanya adalah teologis-
deduktiF, sehingga seringkali mengantar kepada formalitas-

I Corak ini diikiuti hampir semua ahli usdl fiqh ll.azhab mutakallimrn
(Syafi'iyyah, Malikiyyah, Hanibilah, dan Mu'tazilah), hanya ulama
I-{anafiyah yang memiliki corak induktif-analitis. Lihat Amin Abdullah
"Paradigma Alternatif Pengembangan Usul Fiqh dan dampaknya Pada
Fiqih Kontemporer" dalam Neo Ushul Fiqh: Menuju ljtihad Kontekstual,
ed.Riyanto dkk.(Diokjakarta: Fakultas Syaria'ah Press, 2004), 138.
Bandingkan dengan A. Chozin Nasuha yang berpendapat bahwa ada dua
bentuk aliran dalam Usul Fiqh yaitu aliran ra'yu dan mutakalhmfn. Aliran
ra'yu d,ipakai oleh Mazhab Hanafi, Nlaliki, dan Mu'tazilah. Sedangkan
aliran mulakallimin dipakai antara lain oleh mazhab Syafi'i, Hanbali,
Zhahiry, dan Syi'ah Ithna Asyariah. A. Chozin Nasuha htto://

icreform.blo ol11 1
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legalistik dan jarang benar-benar mampu memberikan ialan
keluar bagi masalah-masalah baru. Oleh karena itu diperlukan
langJ<ah-langkah penting untuk merevisi usul al-fiqh agar
lebih relevan dan "berman{aat" dalam menjawab persoalan-
persoalan kontemporer, misalnya dengan menggabungkan-
nya dengan ilmu-ilmu sosial (socral sciences) seperti sejarah,
sosiologi dan antropologi.

Tulisan ini mencoba mendiskripsikan pemikiran
pembaruan usul al-fiqh yang responsif dan tidak anti realitas,
yang bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

DINAMIKA UEUL AL-FIQH DARI KLASIK HINGGA
MOI)ERN

Akar Seiarah Usul al-fiqh
Dalam banyak literarur disebutkan bahwa ilmu ini

pertama kali dirintis oleh al-Shafi'i yang tertuang dalam
bukunya al-Risalah. Pendapat tersebut tampaknya muncul
karena melihat usul al-fiqh lebih sebagai ilmu. Akan tetapi,
eksistensi usul al-fiqh sebagai suatu metode atau cara berpikir
dalarn menetapkan hukum telah ada jauh sebelum kehadiran
al-Risnlnh. Usul fiqh, sebagaimana diungkapkan Abu Zahrah
muncul seiring dengan munculnya masalah fiqh karena fatwa-
fatwa fiqh tersebut merupakan hasil kajian yang
mempergunakan metode-metode tertentu. Metode kajian
hukum itulah yang kemudian dikenal sebagai usul al-fiqh.r
Dan kenyataan sejarah memang memperlihatkan bahwa
fatwa-fatwa fiqh lebih dahulu dikodifikasikan oleh para
muitahid, karena masyarakat pada umumnya, menurut
Mun'im A. Sirry, lebih tertarik pada fiqh dari pada terhadap
usul al-fiqh.a

3 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, -1"1.

r Mun'im A.girry, Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar (Sutabaya: Risalah

Gttsll, 1fr5\,7T74,
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Kaedah-kaedah usril al-fiqh dapat dikatakan telah muiai
tumbuh sejak zaman sahabat, karena pata ulama generasi awal
ini telah melahirkan fatwa-fatwa fiqh. Dan ini diakui oleh al-
Maraghi, bahwa 'Umar bin Khatteb menganalogikan
kepemimpinan politik pada imam shalat, ketika memperkuat
dukungannya pada Abu Bakr sebagai khalifah pertama,
karena dia adalah sahabat yang ditunjuk oleh Rasulallah untuk
menjadi imam shalat pada saat beliau sakit. Kemudian dia
juga mendesak Abu Bakr untuk mengambil kebijaksanaan
agar mengumpulkan al-Qur'an yang tersebar dalam tulisan
yang terpisah-pisah dan dalam hafalan sahabat, karena
khawatir akan musnahnya al-Qur'an bersamaan dengan
punahnya generasi mereka. Menurut'Umar, demi kemaslaha-
tan generasi mendatang, al-Qu1an harus dikumpulkan dan
Abu Bakr menerima gagasan tersebut, kemudian menuniuk
Zayd ibn Thabit untuk melakukannya.s

Dua fakta sejarah ini memperlihatkan bahwa penggu-
naan kaidah-kaidah usfl dalam menyelesaikan berbagai
problem sosial, politik, dan keagamaan sudah dimulai sejak
awal Islam. Namun pada masa ini, baik produk pemikiran
hukum maupun metodologinya belum terkodifilasi dengan
baik karena perhatian mereka belum terfokus pada aspek ini.
Kodifikasi produk-produk pemikiran fiqh baru mulai pada
generasi ulama mujtahid yang dipelopori oleh Abu Hanifah
yang karya-karyanya ditulis oleh murid-muridnya.6 Sedang
pada masa tabi'in sebelum generasi Abu Hanlfah, produk-
produk pemikiran fiqh tersebut belum dapat dipisahkan secara
tegas dari hadis-hadis Nabi karena para ulama fiqh juga
sekaligus para perawi hadis, sementara hadispun belum
terkodiJikasi secara menyeluruh.T

5 Ahmad Mustafa al-Maraghi, al-Fatl al-Mutrn f Tabaqql al-Upuliyyin,Y ol.7
(Kairo: Muh. Amin Rami, 1974), 15.
6 lbid, 105.
7 Imam Syaukani, (onstruksi Epistemologi Hukum lslam Indonsia dan
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Kendati Abu Hanifah sangat produktif dalam
melahirkan fatwa-fatwa fiqh hasil ijtihadnya, namun menurut
pengamatan Imam Shawkani ia termasuk orang yang " malas"
menuliskan hasil ijtihad dan rumusan-rumusan metodologi
kajian hukumnya tersebut secara sistematis dalam satu buku
yang akan dengan mudah dipelajari oleh ulama lain dan
generasi sesudalrnya. l,angkah ke arah itu baru dimulai oleh
muridnya Abu Yusuf (113-182 H) dengan karya monumental-
nya -nl-Kharaj,8 sebuah kitab yang memuat perbedaan-
perbedaan nalar para ulama daiam berbagai kajian hukumnya.
Namun dalambuku itu, Abu Yusuf beium menyuguhkan teori
usul fiqh yang menyeluruh, dan baru terfokus pada perbe-
daan-perbedaan para ulama dalam kajian fiqh rasionalnya.
Ini berbeda dengan dengan al-Shaffi (150-204 H) yang selain
rajin mengeluarkan fatwa ia juga berusaha menuliskannya
dalam sebuah kitab tersendti yang kemudia dikenal dengan
al-Risalnh. Kitab ini ditulis al-Shafi'i sewaktu ia tinggal di
Baghdad dan disempurnakan ketika tinggal di Mesir, sebuah
kitab yang dianggap banyak kalangan sebagai cikal bakal ilmu
usul al-fiqh. Oleh sebab itu 'Abd al-Wahhab Khallaf menyata-
kan b,ahwa orang yang pertama kali menyusun ilmu usul al-
fiqh y,ang utuh dan menyeluruh adalah al-ShaJi-i.'g

Rasionalisme dan Tradisionalisme dalam Uqul al-fiqh
Sebagaimana telah disingung di muka, Pada saat

munc.ulnya al-Shifi'i sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ahli
hukum Islam. Mereka memiliki corak dan metode tersendiri
dalam memproduk usrll al-fiqh maupun fiqh. Secara garis
besar mereka dapat dikategorikan dalam dua aliran, yaitu

Reletnnsinya Bagi Pembongunan Hukum Nasional fiakattai Pl raiaciafindo
Persada,2fi6\,1,24.
t lbid. Lihatiuga al-Maragti, al-Foth al-MuEn,106.

' Abd al-Wahhab Khallaf, Polihk Hukum lslam, terj. Zainuddin Adnan
(Yogyakarta: Tiara W acana,194),77 -
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rasionalisme dan tradisionalisme. Aliran rasionalisme diwakili
oleh golongan Hanafiyyah dengan tokohnya Abu Yusuf dan
tradisionalisme diwakili oleh kalangan Malikiyyah, dan
kemudian al-Shafi'i akhirnya dimasukkan pula dalam
golongan ini karena dianggap gagal dalam memunculkan
aliran tersendiri, serta kaum Hanabilah.l0

Aliran tradisionalime atau sering disebut mutakallamin
dikembangkan oleh para pengikut Imam al-Shafi'i seperti
Muhammad Ibn Muhammad al-Ghaza[ (450-505 H), dengan
karyanya al-Musfasfa. Kemudian'Ali ibn Abi'Ali Muhammad
Ibn Salim al-Amidy (551-631 H) yang populer dengan nama
Sayf al-Din al-Amidy yang memiliki karya besar nl-lhdm f
Usul nl-Ahkam. Selain ada juga 'Abdullah ibn 'Umar ibn
Muhammad ibn'Ali al-Baydawy dengan karyanya Minlmj nl-
Wu{ul ila 'llm al-Usul.11

Secara umum aliran ini melahirkan rumusan kaidah-
kaidah kulli melalui kajian induktif terhadap ayat-ayat al-
Qur'an dan sunnah, kemudian secara deduktif kaidah-kaidah
tersebut diterapkan dalam menetapkan hukum. Disamping
itu, mereka juga banyak melakukan ,4?,7 terutama untuk ayat-
ayat non ubudiyah, dengan maksud agar ayat-ayat tersebut
dapat menyerap furu' sebanyak-banyaknya. Menurut Amin
Abdullah, mereka adalah aliran yang bercorak teologis-
deduktif. 12

t0 Liha t Syaukani, Ko nstruksi Epis temologi, 728-1.29 . Sebagai perbandingan,
lihat kembali ulasan A. Chozin Nasuha tentang kategorisasi aliran ra'yu/
rasionalisme dar mutakallimity'ttosionalime, siapa saia yang masuk dalam
masing-masing altan dan bagaimana metode yang mereka pergunakan
dalam menyusun fiqh dan usril fiqh. Nasuha, httpi/ / islamicreform.
blogspot.com, 3
1' Ibid.

" Dede Rosyada, Hukrnt lslam dan Pranata Sosial [akatta: RajaGrafindo
Persada, 1999), 107-109, Lihat juga Amin Abdullah, "Paradigma
Alternatif... ". 13a,
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Dengan bahasa A. Chazin Nasuha, para mujtahid aliran
ini menyusun usul al-fiqh dulu, kemudian memproduk fiqh
berdasarkan usul al-fiqh tadi. Aliran ini berpikir deduktif
dengan menyesuaikan perilaku umat, kepada teori-teori usul
al-fiqh tadi.tr tnilah cara utama ahran ruutaknllinin yang kaiian
hukumnya lebih banyak diorientasikan pada ayat-ayat al-
Qur'an dan sunnah, sebagai implikasi dari dasar pemikiran
bahwa Shali' hanyalah Allah dan rasul-Nya. Tugas mujtahid
menurut mereka bukan menciptakan hukum, tapi menemu-
kan hukum yang telah dikemukan 5lnr7' tersebut. Oleh karena
itu A.liran ini tidak mau memakai 'urf, maslalnh nursalah, dar.
istihsan karena bertentangan dengan qiyas 'am. Alian ini,
tambahan dalil pokoknya ad,alah istishah yaitu dalil yang
merlandang persoalan hukum, selama tidak ada hukum yang
merubahnya tetap berlaku sampai sekarang dan masa depan.

Teori kajian hukum mereka ini, selaniutnya banyak
diserap oleh para ulama yang berlatar belakang keilmuan
kalarn/teologi seperti al-luwayni (419-467 H) dan al-Ghazali
dari kalangan A sy' ariyyah, dan Husayn Ibn Muhammad ibn
Ali al-Basri (w. a36 H) dari kalangan Mu'tazilah.la Karena hal
itulah aliran ini disebut sebagai mutaknllimfn.

Sementara itu, aliran rasionalisme dikembangkan oleh
pengikut Abu Hanlfah, seperti Abu Zayd al-Dabusi (w. 430
H) dengan karyanya yang berju dul al-Usulrun al-Furu',Fakhr
al-lslAm al-Bazdawy (400-482 H) dengan karyanya Knnz d-
Wustll iln Ma'ifah nl-Ustll, sefia Hafizh al-Din al-Nasafy (w.
710 FI), dengan karyanya Mannl al-Antoir f Usul al-Fiqh.

Menurut Nasuha, aliran yang ju ga diseb:ot ahl al-ra'y ini
adalah aliran dalam usul al-fiqh yang teori-teorinya dibangun
sesuclah fiqh terbentuk, yaitu dengan cara mengamati perilaku
oran{l-orang mukallaf di masyarakat kemudian memproduk

r1 Nasuha hlLto:/ / islalqiqelo
'' Ima'n Syaukani, Konstruksi Epistitnologi, 129_130
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fiqh secara induktif. Setelah itu disusunlah usul al-fiqh untuk
dasar-dasar pengembangan di samping kaedah fiqhnya juga.
Karena itu, 'urf, nuslnlnh mursalnh, danistihsan diambil sebagai
dasar hukum fiqh. Dalil-dalil ini dirumuskan berdasarkan
isfigra' (penelitian) untuk mencari bentuk fiqh.rs Itulah
mengapa aliran ini menuru.t Amin Abdullah bercorak
induktif-analitis.16 Dengan kata lain, menurut NoelJ. Coulson,
aliran ini merumuskan kaidah-kaidah dengan memperhatikan
karakter-karakter furu' dan memperhatikan kepentingan
kehidupan mukallaf dengan melihat pesan-al-Qur'an dan
sunnah tentang masalah dimaksud,lT

Perbedaan prinsipil antata aliran mutakallimin dengan
afuan ra'y terletak pada posisi kaidah-kaidah ushul ulama
mazhabnya. Kaidah-kaidah imam Syafi'i, tokoh aliran kalnnr,
bagi para pengikutnya merupakan kaidah-kaidah umum yang
langsung dapat dikembangkan pada berbagai furu' yang
mereka hadapi. Sementara kaidah-kaidah Abu Hanifah, bagi
para pengikutnya banyak dipergunakan sebagai rujukan
dalam perumusan kaidah-kaidah baru. Hal ini merupakan
konsekuensi dari dasar pemikiran dalam proses perumusan
kaidah yang memberi perhatian pada karakter furu'.18

UsuI al-fiqh: Dad Paradigma Literalistik keTeoi Maqaiiil
al-Shar{ ah

Meskipun dalam merumuskan usul al-fiqh, kedua aliran
di atas memiliki metode yang berbeda, yang satu bercorak
teologis-deduktif dan yang lain bercorak induktif-analitis, tapi
keduanya memiliki kesamaan paradigma. yaitu paradigma

ri Nasuha, httD: / /islamicreform.bloes pot.com,4
16 Amin Abdullah, Paradigma Altematif...", 138.
r7 NoelJ. Coulsory Hukum lslam dahm Persryktif Sejarah, bt.Hatorrid Ahmad
$ akarta: Y3M, 7987), 43.
u Abu Zahrah, U€u7 al-Fiqh,22
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literalistik dalam arti begitu dominannya pembahasan tentang
teks-teks berbahasa Arab, baik dari segi grarunar maupun
sintaksisnya dan mengabaikan pembahasan tentang maksud
dasar dari wahyu yang ada di balik teks literalle Paradigma
ini br:rlangsung selama kurang lebih lima abad dari abad ke-
2 H sampai abad ke-7 H dan baru mengalami perbaikan
dengan munculnya Ibrahim ibn Musa al-Shatibi (w. 790 H)
dalarn karyanya al-Mutua-faqal pada abad ke-8 H. Dalam kitab
tersebut al-ShaEbi memJormulasikan teori maqnsid al-slnrf ah
(tuiuan-tujuan syari'ah) yang mengacu pada maksud Allah
yang paling dasar sebagai pembuat hukum (Syai', lmogioer).
Dengan demikian, ilmu usul al-fiqh tidak lagi hanya terpaku
pada literalisme teks.20 Sayang pe ndekatan nuqasid nl-slurf ah
al-Shatibi tersebut mengalami kematangan ketika intelektua-
lisme Muslim berada dalam kemunduran. Sehingga, teori ini
sekalipun memiliki potensi besar untuk melakukan sistemati-
sasi aturan-aturan syariah, tidak dikembangkan atau diimple-
mentasikan oleh sarjana-sarjana muslim setelahnya, bahkan
hampir sama sekali diabailan hingga ia ditemukan kembali
oleh para pembaru usul al-fiqh modern seperti Muhammad
Abduh (w. 1905) sekitar enam abad kemudian.2l

Pembahasan tentang al-Shatibi tersebut menuniukkan
bahwa telah terjadi pergeseran dalam studi usul al-fiqh dari
pendekatan tekstual kepada kontekstual.z Memang membica-

re Dengan meminjam kerangka analisis al-Jabiri, model berpikir yang

memusitkan pada kaiian teks dan bahasa pada umumnya dikategorikan
sebagai corak berpikir yang menggunakan epistemologi hoyani yang
berbed a secara tegas dari model berpikir dan berijtihad mo del buthani dan
lebihJebih 'iy'aii. l-ebih lanjut lihat M. Amin Abdullah, " Al-Ta'wil al-'llmi:
Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", Al-lami'ah, vol.
39 / 2/'.tffi2,3s9-397.
a Amir:r Abdullah, "Paradigma Alternatif...", 138.
n Syaukani, Kons,ruksi Epoistimologi, 735.
r Meskipun al-Shatibi datang dengan teori yang sangat brilian, tapi
menurut Amin Abdullah, al-Shatibi sama sekali ticlak menghap-s
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rakan seiarah usul al-fiqh tidak lengkap jika tidak membicara-
kan al-Shatibi, karena melalui al-Shatibi-lah para pemikir
muslim modern menemukan momen kontinuitas yang pehuh
harapan terhadap eksistensi ugul al-fiqh ini. Hal yang sama
dapat kita temui pula pada sosok Ibn Hazm (384-456 H), ahli
hukum dari kalangan al-Dhahiry sebelum al-Syatibi yangjuga
memiliki pandangan yang luas tentang masalah pengemba-
ngan usril al-fiqh melalui istislub, kendan ia berpegang pada
metodologi literal dalam menafsirkan teks.

Sejak berakhirnya era al-Shatibi studi tentang usul al-
fiqh mengalami kemerosotan yang sangat memprihatinkan,
terutama dalam aspek substansi dan metodologi. Dalam waktu
sangat lama tradisi eksplorasi pemikiran spekulatif dalam
bidang studi hukum Islam tidak muncul. Para sarjana muslim
ketika itu hingga menjeiang munculnya era pembaruan pada
abad ke 77-1,8 M dan seterusnya hanya sebatas mengulang-
ulang materi-materi yang sudah ada, itupun mereka lebih
terfokus kepada tradisi usul al-fiqh Shafi'iyyah dan bahkan
lebih menyempit lagi kepada kitab al-Risalah. Kalaupun ada
kajian yang lebih mendalam, itupun sebatas melakukan studi
komparatif antara kaidah-kaidah usul satu madhab dengan
madhab yang lain (dirasat al-muqaranah fi al-usu1).

Kondisi di atas sedikit demi sedikit mengalami peruba-
han ketika gerakan pembaruan mulai dikumandang-kan oleh
para pembaru dan pemikit-pemikir muslim terkemudian
seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida,
Muhammad Iqbal, Fazlurahman, Yusuf Qardawi, Mahmoud

paradigma literal, tapi ingin lebih melengkapinya agar ilmu ini dapat lebih
sempurna memahami perintah Allah. Dengan demikian dalam perspektif
filsafat ilmu, al-Shatibi tidak melakukan apa yang menurut Thomas Kuhn
disebut dengan pergeseran paradigma (poradigm shrf), tapi lebih
melengkapi paradigma lama agar tidak terlalu literalistik. al-shatibi dalam
perspektif Kuhn sesungguhnya tidak melakukan perubahan revolusioner
pada bangunan ilmu usul fiqh. Amin Abdullah, "Paradigma Altehatif...",
138-139_
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Mohammed Arkoury Muharrunad Shahrur, Hasan al-Turabi,
dan lain-lain.a

NEO-UEUL AL.FIQH: REKONSTRUKSI METODOLOGI
USUL AL-FIQH

Dewasa ini agenda besar bagi umat Islam tetap saia
terkait tentang pertanyaan bagaimanakah teks suci dapat
diJr6lx6i dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia
mc,dern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan
konteks zaman Nabi saw. Pertanyaan semacam ini menurut
set'agian pakar seperti Muhammad Iqbal, Muhammad Taha,
Abdullah Ahmed an-Naim, Muhammad Said Asymawi,
Fa:llur Rahman dan Muhammad Shahrur sama sekali tidak
dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip maslalnh
klasik. Bahkan mereka beranggapan bahwa prinsip maslaluh
tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam mampu
hidup di dunia modern. Wael B. Hallaq menamakan kelompok
ini religious liberalism (liberalisme keagamaan), karena
coraknya yang lebih liberal dan cenderung membuang teori-
teori usfl al-fiqh lama. Menurut Hallaq upaya pembaruan di
bidang usril al-fiqh dari kelompok ini dianggapnya lebih
menjaniikan dan lebih persuasif.2a Kelompok ini dalam rangka
membangun metodologinya yang ingin menghubungkan
antara teks suci dan realitas dunia modern lebih berpijak pada
upaya melewati makna eksplisit teks untuk menagkaP jiwa
darr maksud luas dari teks.

a Wael B. Hallaq mengkategorikan para pembaru di bidang usul fiqh sepe*i
Muhammad 'Abduh, Ragid Rida, Abd al-Wahhab Khallaf, 'Atlal al-Fasi,
dan Hasan Turabi sebagai para pembaru penganut aliran utilitaianisme
(religious utilitaianism) karena tidak menawarkan teori baru kecuali
merevitalisasi pnnsip mo4lalph yang ditawarkan al-Shetibi melalui teori
maqagid-nya.rN aelB,Hallaq, SejanhTeoi Hukum lslan Pengantar ufituk Ushul
Fiqh Mazhab Sunni, teq- E. Kusnadiningrat (Jakarta: PT RaiaGrafindo
Persada, 20O1), 318..
7t tbid, 2-14.
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rakan sejarah usul al-fiqh tidak lengkap jika tidak membicara-
kan al-Shatibi, karena melalui al-Shatibi-1ah para pemikir
muslim modern menemukan momen kontinuitas yang pehuh
harapan terhadap eksistensi usul al-fiqh ini. Hal yang sama

dapat kita temui pula pada sosok Ibn Hazm (384-456 H), ahli
hukum dari kalangan al-Dhahiry sebelum al-Syatibi yangjuga
memiliki pandangan yang luas tentang masalah pengemba-
ngan usul al-fiqh melalui istlslmb, kendati ia berpegang pada
metodologi literal dalam menafsirkan teks.

Sejak berakhirnya era al-Shatibi studi tentang usul al-
fiqh mengalami kemerosotan yang sangat memprihatinkary
terutama dalam aspek substansi dan metodologi. Dalam waktu
sangat lama tradisi eksplorasi pemikiran spekulatif dalam
bidang studi hukum Isiam tidak muncul. Para sarjana muslim
ketika itu hingga menjelang munculnya era pembaruan pada
abad ke 17-18 M dan seterusnya hanya sebatas mengulang-
ulang materi-materi yang sudah ada, itupun mereka lebih
terfokus kepada tradisi usul al-fiqh Shafi'iyyah dan bahkan
lebih menyempit lagi kepada kitab al-Risalah. Kalaupun ada
kajian yang lebih mendalam, itupun sebatas melakukan studi
komparatif antara kaidah-kaidah usul satu madhab dengan
madhab yang lain (dba-sat al-muqaranah f al-usu1).

Kondisi di atas sedikit derni sedil.it mengalami peruba-
han ketika gerakan pembaruan mulai di-kumandang-kan oleh
para pembaru dan pemikir-pemikir muslim terkemudian
seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida,
Muhammad Iqbal, Fazlurrahman, Yusuf Qardawi, Mahmoud

paradigma literal, tapi ingin lebih melengkapinya agar ilmu ini dapat lebih
sempurna memahami perintah Allah. Dengan demikian dalam perspektif
filsafat ilmu, al-Shatibi tidak melakukan apa yang menurut Thomas Kuhn
disebut dengan pergeseran paradigma (paradigm sfrrr), tapi lebih
melengkapi paradigma lama agar tidak terlalu literalistik. al-Sh;tibi dalam
perspektif Kuhn sesungguhnya tidak melakukan perubahan revolusioner
pada bangunan ilmu usul fiqh. Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif...",
138-139.
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Mohammed Arkoun, Muhammad Shahrur, Hasan al-Turabi,
dan lain-lain.3

r l4'ael B. Hallaq mengkategorikan para pembaru di bidang ugul fiqh sepe*i
Mu\ammad 'Abduh, Rasid Rida, Abd al-Wahhab Khallaf, 'Allal al-Fasi,
dan l{asan Turabi sebagai para pembaru Penganut alira utilitarianisrae
(religious utilitatiazism) karena tidak menawarkan teori baru kecuali
merevitalisasi pinsip ma5lahah yang ditawarkan al-Shatibi melalui teori
maqisid-nya.W aelR.Hallaq, SQarohTeoi Hukum lslan Penganlar ufituk Ushul
Fiqh Mazhqb Sunni teri. E. Kusnadiningrat (Jakarta: PI RaiaGrafindo
Persada, 2001), 318..
a Ibid, 214,

NEO-USUL AL-FrQH: REKONSTRUKST METODOLOGT
UEUL AL-FIQH

Dewasa ini agenda besar bagi umat Islam tetap saia
terkait tentang pertanyaan bagaimanakah teks suci dapat
dipahami dan kemudian dijalanlan dalam konteks dunia
mc,dern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan
konteks zaman Nabi saw. Pertanyaan semacam ini menurut
sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, Muhammad Taha,
Ab,dullah Ahmed an-Naim, Muhammad Said Asymawi,
Fa:rlur Rahman dan Muhammad Shahrur sama sekali tidak
dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip maslahah
klasik. Bahkan mereka beranggapan bahwa prinsip maslaluh
tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam mampu
hidup di dunia modem. Wael B. Hallaq menamakan kelompok
int religious liberalism (liberalisme keagamaan), karena
coraknya yang lebih liberal dan cenderung membuang teori-
teori usul al-fiqh lama. Menurut Hallaq upaya pembaruan di
bidang usil al-fiqh dari kelompok ini dianggapnya lebih
menianiikan dan lebih persuasif.2a Kelompok ini dalam rangka
membangun metodologinya yang ingin menghubungkan
antara teks suci dan realitas dunia modem lebih berPiiak Pada
upaya melewati rnakna eksplisit teks untuk menagkaP iiwa
dan maksud luas dari teks.
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Tetapi tawaran pembaruan usul al-fiqh mereka ini tetap
saia menyisakan sejumlah kontroversi dan perdebatan.
Tawaran itu hingga saat ini masih ditanggapi oleh mayoritas
ulama usul secara negatif bahkan penuh kecurigaan.
Penyebabnya adalah karena tawaran mereka tidak memjliki
landasan kuat pada kerangka teoritlk (theoritical frnme) ilrr:rtt
usul yang telah ada sebelumnya. Padahal perkembangan suatu
ilmu, menurut Amin Abdullah, tidak harus berlalan eoolutif
yang selalu berpijak pada teori lama tapi bisa saja dengan cara
reuolutif, di mana sama sekali tidak berpijak pada teori-teori
yang telah ada sebelumnya, tapi mernwarkan paradigma yang
sama sekali baru. Perkembangan ilmu semacam ini disebut
gestalt shtfi atau pergeseran paradigma yang sangat dikenal
dalam filsafat ilmu pengetahuan kontemporer.2s

Dalam tulisan ini, penulis ingin mencoba memaparkan
teori Fazlurrahman dan Muhammad Shahrur, yang menawar-
kan teod baru untuk membantu memecahkan kekakuan teori-
teod usul al-fiqh klasik yang sudah berjalan sekian lama dan
menghadapi kendala-kendala dalam memecahkan permasala-
han era modem. Di akhir tulisan akan diulas bagaimana teori-
teori baru tersebut dapat menjawab persoalan-persoalan
kontemporer.

1. Fazlur Rahman dan Teori Double Mooenent
Fazlur Rahman dikenal dalam lslanic Studies, sebagai

ilmuan yang memperkenalkan teori double nnaement (gerak
ganda) dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Relasi
timbal balik antara wahyu ketuhanan (deztine reuelntion) yang
suci dan sejarah kemanusiaan (humnn history) yang profane
menjadi tema sentral. Petmasalahannya adalah bagaimana
norma-norma dan niiai-nilai wahyu ketuhanan mempunyai
relevansi yang dapat bettahan terus menerus dalam sejarah

5 Amin Abdullah, "Paradigma AItematif...", 141.
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umat beragama, tanpa harus salah tempat dan salah waktu.26

Gierak pertama dari teori ganda ini adalah upaya yang
sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan
makro pada saat al-Qur'an diturunkan. Hasil pemahaman ini
akan dapat membangun makna asli (oiginal meaning) yang
dikandung oleh wahyu di tengah-tengah konteks sosial motal
era kenlbian, sekaligus juga dapat diperoleh gambaran situasi
dunia yang lebih luas pada umumnya saat ini. Penelitian dan
pemahaman pokok-pokok semacam itu akan menghasilkan
rumusan narasi atau ajaran al-Qur'an yang koheren tentang
prinsip-prinsip umum dan sistematik serta nilai yang melan-
dasi berbagai perintah-perintah yang bersifat normatif.
Disinilah, peran penting konsep sebab-sebab turunnya ayat
(asbaA aLnuzul) dan konsep nasakh.z7

*rdang gerak kedua dari teori gerak ganda adalah upaya
untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematik
dan umum dalam konteks pembaca al-Qur'an era kontem-
porer sekarang ini.B

Jika langkah pertama berangkat dari persoalan-persoa-
lan spesifik dalam al-Qur'an untuk dilakukan penggalian siste-
matisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan
jangka panjang, maka langkah kedua harus dilakukan dari
pandangan umum ke pandangan spesifik yang harus diru-
muskan dan direlasikan pada saat sekarang. Kalau dua lang-
kah pemahaman al-Qur'an dapat dijalankan maka, menurut
Rahman, perintah-perintah al-Qur'an akan meniadi hidup dan
efektik kembali. Dengan demikian yang dipentingkan dalam
memahami alQul an adalah nilai-nilai motalnya yang bersifat

6 Nurcholish Madjid, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika AI-Qur'an",
Islanrita, No. 2 Qktober-Desember 1993, 23-28.

'7 Amin .Abdullah, "Paradigma Alternatif...", 142; Syaukani, Konsttuksi
Epoistimologi, 736.

^ lbid, 142-143 ; [bid, 736737.
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8 Fazlur Rahman, Membuka Pintu ljtihad, ter. Anas Mahyuddin (Bandung:
Pustaka, 7984), 27 8-279.
{ Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif... ", 144; Syaukani, Konstruksi
Epoistimolo gi, -137 -L38

universal, dan bukan keputusan-keputusan hukum yang
bersifat spesifik.

Konstruksi pemikiran Ralman tentang hermeneutika al-
Qur'an dengan teori gerak gandanya adalah merupakan
respon terhadap model penafsiran dan pemahaman al-Qur'an
yang bersifat "atomistik" serta pemahaman dan pendekatan
sepotong-sepotong terhadap al-Qur'an yang biasa digunakan
pala mufnssir abad pertengahan bahkan juga oleh para penafsir
tradisional era kontemporer sekarang.'?e Pendekatan ini jelas-
jelas mengecilkan, untuk tidak menyebutnya melupakan
koherensi dan kesatuan yang selalu digarisbawahi oleh pesan-
pesan wahyu dan menghalang-halangi upaya perumusan
pandangan hidup al-Qur'an (Qzr' anic Weltnnsclnuun g) seca(a
menyeluruh dengan menggunakan kosa kata al-Qur'an itu
sendiri. Puncak kejayaan pendekatan atomistik dalam
pemahaman wahyu adalah munculnya ideologi penerapan
hukum yang kering dan ngid (a dry legalisnt), yakni suatu era
dimana fungsi hukum tidak dapat memelihara, melindungi
dan mengayomi budaya hukum yang dinamis dan energetik.
Pada wilayah kerla yang sesungguhnya bersifat dialektis
antara hukum dan etik, para penafsir, ahli hulum, ulama, da'i,
tokoh masyarakat dan organisasi sosial keagamaan hanya
meletakkan tekanan pada ayat-ayat al-Qur'an yang terisolir
antara yang satu dan lainnya dan hanya mampu mengemuka-
kan contoh-contoh yang sangat khusus. Sangat sedikit perha-
tian terhadap prinsip-prinsip (general prinsiple) yang berada
di bawah berbagai ayat-ayat atau tema-tema yang khusus, dan
ayat-ayat dan tema-tema kuhsus ini bertebaran luas pada
bagian-bagian yang berbeda dad al-Qur'an.s
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Menurut Rahman, tanpa memahami pandangan hidup
al-Qur'an, para penafsf era modern tidak mungkin mampu
membedakan konteks sosial, tata cara, norma, dan adat istiadat
masa lalu yang dicangkokkan dan dilengketkan sedemikian
rupa oleh para penafs pada karya-karya tafsir mereka terha-
dap wahyu yang asli. Meskipun dengan idealisme tersebut
hermeneutika Rahman masih tetap concenl pada pemahaman
tentang fakta-fakta sejarah dari wahyu berikut nilai-nilainya.
Di atas segala perhatiannya, adalah keinginannya untuk
saml>ai pada teori untuk menginterpretasikan nilai (ttalae).
"Seluruh nilai", kata Rahmary yang benar benar patut disebut
moral juga memiliki aspek-aspek yang ekstra-historis,
" trancendtntal being", dan penerapan atau pelaksanaan nilai-
nllai trancendental tersebut pada era penggal wilayah sejarah
tertentu (kiasik, tengah, modern, pascamodern) tidak dapat
menuntaskan penerapan secara utuh maknanya yang
terdalam.3r

Selanjutnya, Rahman menjelaskan bahwa sebagai tradisi
keagamaan, Islam telah dibangun oleh generasi terdahulu.
Untuk itulah, Rahman menolak dengan keras orang-orang
muslim yang "mempertahankan masa lalu seolah-olah masa
lalu tersebut adalah Tuhan kita" dan mengkritik mereka yang
berpr:ndapat bahwa ulama dan cerdik pandai masa lalu adalah
tidat: dapat ditandingi lagi dari berbagai seginya.32

2. Teori Batas (NaVarivyah al-H.nilid) Mthammad Shahrur
Secara umum, teori batas (Nnmnyynh al-Hudud) dapat

digambarkan sebagai bedkut: Perintah Tuhan yang tertuang
dalarn al-Qur'an dan sunnah itu mengatur batas yang lebih
rendah dan batas yang lebih tinggi kepada seluruh perbuatan
manusia. Batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum
minimum dalam suatu kasus tertentu, sedangkan batas atas

1' Amin Abdullah, "Paradigma Altenat\f ...".-144-145
., Ibid, 146.
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merupakan batas maksimum. Perbuatan hukum yang kurang
dari batas rninimal, tidak dapat ditetima secara hukum,
demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-
batas ini dilampaui maka hukuman harus dijatuhkan sesuai
dengan ukuran kesalahan yang dilakukan. Jadi manusia dapat
melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah
ditentukan.33 Di sinilah menurut Shahrur, letak kekuatan
Islam. Dengan memahami teori ini, niscaya akan dapat
dilahirkan jutaan ketentuan hukum dari padanya. Karena itu
pula maka nsalaft Muhammad saw dinamakan dengan umrn
nl-kitaD (induk bebagai kitab, ketentuan hukum), karena
sifatnya yang )unlf berdasarkan teori batas ini.x

Shahrur menyimpulkan ada enam bentuk teori batas
dalam al-Qur'an: Pertama, ketentuan hukum yang hanya
memiliki batas bawah (al-lud al-adnE. Contoh dari huduA ini
adalah macam-macam perempuan yang tidak boleh dinikahi

diharamkan (QS al-Maidah: 3, al-An'am: 145-156), hutang
piutang (al-Baqatah:283-284), dan tentang pakaian wanita (al-
Nisa': 31). Dalam hal perempuan yang dilarang untul dinika-
hi, misalnya, berbagai macam perempaun yang disebutkan
dalam ayat tersebut merupakan batas minimal perempuan
yang hamm dinikahi, tidak boleh kurang dari itu. Ijtihad hanya
boleh dilakukan untuk menambah macam perempuan yang
tidak boleh dinikahi. Jika menurut ilmu kedokteran, misalnya,
perempuan yang memiliki hubungan kerabat cukup deka!
seperti anak perempuan paman atau bibi -sepupu- tidak
boleh dinikahi maka boleh dibuat aturan yang melarang
pernikahan tersebut.3s

13 Hall,aq menyebut teorii ini dengan teo i linrit (theory oJ linits). Lihat tlallaq,
Seja th Teoi Hukum lslam, 367.
! Amin Abdullah, "Paradigma Alterna tif ,.," ,7 .
$ Mu\ammad Shah rttr, al-Kitab wa al-Qur'an: Qiru-ah Mu'agizah (Kairo: Sina
li al-Nashr, -1992), 455, Lihat.iuga Amin Abdullah, "Paradigma
Alternatif...", 156. Hallaq, Seiarah Teoi Hukum,367.
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Ketiua, ketentoan hukum yang hanya memilik batas atas
(al-lud al-a'la). Contoh dari batasan ini dapat ditemukan dalam
QS. A.l-Maidah: 38 tentang tindak pidana pencurian dan QS
al-Isra': 33; QS. al-Baqarah; 178; QS. Al-Nisa': 92 tentang
pembunuhan. Hukuman potong tangan merupakan sanksi
yang ,litentukan mewakili batasan yang lebih tinggi sehingga
tidak boleh memberikan hukuman yang lebih berat dari itu
tapi bisa memberikan hukuman yang lebih ringan. Tanggung
jawab' mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe apa
yang perlu dipotong tangannya, dan tipe apa yang tidak.
Sedarrgkan pencurian kelas berat yang dapat menimbulkan
kerugian negara, misalnya penggelapan uang atau korupsi,
serta pencurian keterangan-keterangan rahasia melalui
spion.ase maka QS al-Maidah:38 tersebut tidak dapat
diterurpkan. Yang lebih tepat adalah QS. A1-Maidah: 33,
" Sesunggulmya penrbalasan terlutlnp orang-orang yang memerangi

Allah dan rnsulNrla, dan membunt kerusnknn rli muks bunti,
hendatklah merekn itu dibr.muh atsu disalib, atau dipotong tangnn
tlan lurki mereka dengan bertimbal balik ntau dibuang clni negeri
(tempot ia tinggal)". Lagi-lagi mujtahid yang harus menentu-
kan, hukuman yang setara dengan kesaiahan tertentu yang
dilakrrkan.e

Ketiga, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan
bawalh ketika keduanya saling berhubungan. Gambaran dari
tipe ini adalah disebutkan dalam ayat al-Qur'an yang
berhubungan dengan {rarisan (Q$. A1- Nisa': 1"1-"14, 176) dan
poligami (al-Nisa': 3). Dalam masalah bagian harta waris,
menurut Shahrur, batas atas adalah untuk ahli waris laki-laki
dan bratas bawah untuk perempuan. Maksudnya, bila didasar-
kan pada ayat tersebut, bagian laki.laki dan perempuan
menganut prinsip 2:1, maka bagian 66,6 o/" bagi lakilaki
merupakan batas atas tidak boleh lebih, sedangkan bagian 33,3

% balgi perempaun merupakan batas bawah tidak boleh

s Sha\rt:r, al-Kita-b toa al-Qur'an, 455
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kurang. Oleh karena itu, iika suatu ketika lakilaki hanya diberi
bagian 60 % dan perempuan4O % maka hal ini tidak melanggar
ketetapan al-Qur'an. Wilayah iitihad terletak pada daerah
antara batas atas bagi laki-laki dan batas bawah bagi perem-
puan yang disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat
untuk mendekatkan di antara kedua batas tersebut. Usaha
untuk mendekatkan ini dibolehkan hingga sampai pada titik
persamaan antara bagian laki-laki dan perempuan (50%:50%),
tentu saja dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi
setiap kasus atau mempertimbangkan kecenderungan dalam
masyarakat.rT

Keenrynt, ketentuan hukum antara batas atas dan batas
bawah berada pada satu titik (garis lurus). Ini berarti tidak
ada alternatif hukum lain, tidak boleh kurang dan tidak boleh
lebih dari yang ditentukan. Yang menarik di sini adalah bahwa
dalam al-Qur'an dan sunnah hanya ada satu ayat dalam tipe
ini, yaitu al-Nur: 2 tentang hukuman zina yang harus didera/
fild seratus kali. Di sini, baik batasan tertinggi maupun
terendah ditetapkan harus seratus kali deraan, dan hukum
itu baru dapat dijatuhkan dengan syarat adanya empat orang
saksi atau melalui li'a7 (QS al-Nur: 3-10). Menurut Shahrur,
Tuhan menekankan bahwa pezina seharusnya tidak
dikasihani dengan mengurangi hukuman, dan hukuman tidak
boleh ditambah lebih dari seratus kali dera.$

Keli,r,n, ketentuan yang memiliki batas atas dan bawah,
tepi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh, karena dengan
menyentuhnya berarti telah teriatuh pada larangan Tuhan. Hal
ini berlaku pada hubungan pergaulan antara laki-laki dan
perempan yang dimulai dari titik tidak saling menyentuh
sama sekali antara keduanya (batas bawah) hingga hubungan

37 lbid,455-457; Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif...", 157. Hallaq,
Sejarah Teoi Hukunt, 368.
s Ibid,463; Anrin Abdullah, "Paradigma Altematif...", 157.l{allaq, Sejtrah
Teoi Hukunt, 369.
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yang hampir mendekati zlna. Jadi, jika antara laki-iaki dan
perempaun melakukan perbuatan yang mendekati zina tetapi
belum berzina maka keduanya berarti belum te{atuh pada
hlrdriil Allah. Karena zinalah yang merupakan batas-batas yang
ditetapkan Allah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia.re

Keennm, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan
bawah, dimana batas atasnya bernilai positif (+) dan tidak
boleh dilampaui sedangkan batas bawahnya bernilai negatif
(-) boleh dilampaui. Hal ini berlaku pada hubungan keben-
daan sesama manusia. Batas atas yang benilai positif berupa
riba sementara zakat sebagai batas bawahnya vang bernilai
negatif .r0 Batas bawah ini boleh dilampaui yaitu dengan
berbagai bentuk sedekah, di samping zakat. Adapun posisi
di tengah-tengah antara batas atas yang positif dan batas
bawah negatif adalah nilai nol (zero) yakni clalam bentuk
piniaman kebajikan (nl-qnrd al-lnsan), memberi pinjaman tanpa
memungut bunga (riba).11

DAMPAK PARADIGMA BARU USUL AL-FIQH
TER]FIADAP HUKUM ISLAM KONTEMPORER: SEBUAH
ANALISIS

Menarik memperhatikan dan mencermati paradigma
usul al-fiqh baru yang dikemukakan Fazlur Rahman dan
Muhammad Shahrur. Keduanya tidak hanya menggunakan
ilmu-ilmu bahasa dan menggeluti studi teks sebagaimana
yang dilakukan para fuqaha tradisional, tapi juga memakai

" Ibid. 464; Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif...", 158 .Hallaq, Sejaroh

Teori I lukrm,369.
{' Nilai positif dan negatif di sini dalam pengertian matematis. Praktek
riba, karena dapat menghasilkan tambahan pada harta, bernilai positif (+)
sedangkan zakat, karena menyebabkan berkurangnya harta, bernilai
negatif C)

''lbicl. 464; Amin Abdullah, "Paradigma Altematif...", 158.Hallag, Sejaroh

Teori tlukum,369-
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ilmu-ilmu bantu lainnya dalam upaya memperkaya dan
memperbarui teori usul al-fiqh klasik sebagai dasar pemberla-
kuan dan pelaksanaan fiqh dalam kehidupan praktis. Rahman
menganjurkan dipergunakannya f ilsaf at hermeneutika dalam
teori gerak gandanya. Selain filsafat, dia juga mengusulkan
perlunya digunakan ilmu-ilmu sosial sebagai perangkat
teoritik untuk melakukan pembaruan pemikiran dan pengem-
bangan daya jangkau ilmu-ilmu tekstual keislaman era klasik.
Sedangkan Shahrur menggunakan teori-teod yang diambil
inspirasinya dari teori ilmu pasti, alam.

Paradigama baru tersebut sudah barang tentu membawa
perubahan dalam metode menyimpulkan atau memproduk
fiqh, karena memang tujuan dari pembaruan mereka adalah
memungkinkan umat Islam untuk memproduk fiqh dalam
menjawab persoalan kontemporer yang terus dihadapi umat
Islam yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara-cara
tradisional-klasik.

Di atas telah disinggung beberapa persoalan yang dapat
diseiesaikan oleh Shahrur dengan teori limitnya yang temyata
berseberangan dengan ketetapan ulama klasik, seperti
pembagian harta waris bagi lakllaki dan perempuan yang
tidak harus 2:1,, tapt melihat kondisi obyektif yang ada pada
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pembagian itu bisa
foe ty-faety,kercna ketentuan dalam al-Quran tentang pemba-
gian waris tersebut merupakan batas maksimal bagi lakilaki
dan minimal bagi perempuan. Pelaksanaan yang tidak sama
persis dengan al-Qur'an bulkan berarti melanggar ketentuan
al-Qur'an, karena dalam pandangan Shahrur, dikatakan
melanggar ketetapan al-Qur'an (Hutltid Allah) kalau melam-
paui batas atas atau kurang dari batas minimal. Oleh karena
itu, bagian laki-laki tidak boleh melebihi 66,6 % sedangkan
bagian perempuan tidak boleh kurang dari 33,3%. Pemikiran
semacam ini tentu saja membawa angin segar bagi kaum
perempuan yang mendambakan ajaran agama yang adil,
egaliter, dan manusiawi.
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Sementara itu, Fazlur Rahman dengan teori gerak
gandanya, mencoba menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang
ahl a1-kitab.r'? Penafsiran tersebut merupakan penafsiran yang
inklusif karena secara tegas ia menyatakan bahwa ahl al-kitab
akan memperoleh jaminan keselamatan asalkan mereka
memenuhi persyaratan tertentu, yang juga metupakan
persy'aratan bagi orang-orang Islam. Penafsiran semacam ini
juga rnemberikan angin segar terhadap kalangan ahl al-kitab
karena selama ini para pakar tafsir dengan berbagai argumen
dan teori mereka seolah telah menutup kemungkinan
keselamatan pada hari kiamat bagi ahl a1-kitab.

Penafsiran Rahman ini, terlepas dari banyaknya
kalarrgan yang tidak menyetujuinya karena berbeda dan
bertentangan dengan penafsiran para mufassir klasik, mutlak
diperlukan di zaman yang menghendaki para penganut
agama untuk tidak hanya melakukan dialog antar agama agar
dapat dicapai suatu titik temu sehingga dapat hidup berdam-
pingan secara damai dengan agam lain, tetapi juga harus
mampu melakukan transformasi diri dengan sikap terbuka
untuk belajar dan menggali keari{an agama dan tradisi lain.

Akhirnya, ketika disodorkan sebuah persoalan kepada
Shahrur, bagaimana ia menghubungkan kasus-kasus yang
terjadi dalam hukum dan tidak ada ketentuannya dalam teks-

teks r,rrahyu, ia menjawab dengan jawaban sederhana: "]ika
Tuhan hendak mengatur kasus-kasus ini maka Tuhan akan
melal<ukannya". "Tuhan tidak bermaksud hendak mening-
galkan kasus itu bersama kita agar kita menentukan sendiri
hukumnya". Keseluruhan kasus ini digolongkan oleh para ahli
hukum klasik ke dalam maslahalx mursalah, seperti Paiak
pendapatan, bea cukai, dan lain-lain yang semuanya harus
ditentukan oleh pemerintah. Negara dan masyarakat yang
menentukan materi-materi yang secara tekstual ticlak diatur
oleh wahyu suci. Dalam masalah pajak misalnya, batas yang

" Penafsiran Rahman terhadap ayat-ayat ahl al-kitab selengkapn,va dapat
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lebih rendah adalah nol, mengingat batas yang lebih atas akan
ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang berlaku pada
waktu dan tempat yang partikuler.a3

PENUTUP
Dari uraian ringkas di atas dapat disimpulkan bahwa

usul al-fiqh, sebagaimana produk pemikiran keagamaan
lainnya, tidaklah bersifat a-historis. Ia berjalan berkaitan
dengan aspek sejarah manusia. Oleh karena itu, ia bukanlah
sesuatu yang unthinknble (tidak dapat dipikirkan, dikritisi
ulang dan didialogkan. Ia masuk wilayah thinkable (dapat
dipikir dan dibaca ulang secara kritis) sehingga (apat berubah
dan berkembang dalam rangka menciptakan metodologi
penetapan hukum yang tidak kaku, tidak anti realitas dan
responsif dalam arti dapat diterapkan untuk menjawab segala
persoalan yang muncul dewasa ini.

Fazlur Rahman dan Muhammad Shahrur, dua tokoh
Islamic Studies, mencoba menawarkan paradigma dan teori
baru usul al-fiqh, untuk membuktikan bahwa sudah saatnya
umat Islam memiliki perangkat teoritik yang televan untuk
memecahkan problem kontemporer. Balk teori double
moTEtnent maupun teofi nazariyah nl-hutlid, terbukti dapat
memecahkan isu-isu kontemporer,sehinga beberapa kalangan
memandang teori ini sangat mengesankan, baik dari segi
kedalaman maupun keluwesannya, meskipun banyak juga
mendapatkan tantangan dan dipandang sebagai teori yang
berlandaskan marxisme.

Mengingat fungsinya yang sangat urgerl untuk
memproduk fiqh sebagai jawaban atas problem-problem
kontemporer, sudah saakrya umat Islam tidak a-piori, hdak
alergi terhadap pembaruan usril al-fiqh, agar tujuan utama
Islam sebagai agama yang rnhmatan li al-'a1nm{n dapat
terwujud.

lsnatin, Menggagas Metodologi......
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